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TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

BIDANG ENERGI SKALA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa  untuk  mempercepat peningkatan  rasio
elektrifikasi nasional, mendorong pengembangan energi
terbarukan di daerah, dan mencapai kebijakan energi
nasional, perlu dukungan penyediaan energi berupa
pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan
dan pengembangan listrik perdesaan yang dilaksanakan
melalui kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus
Fisik Bidang Energi Skala Kecil;

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang
didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Energi
Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
mengatur persyaratan dan spesifikasi pelaksanaan
pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan
dan pengembangan listrik perdesaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi

Khusus Fisik Bidang Energi Skala Kecil;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6138);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
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atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);
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Menetapkan

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 990);

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan
Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 166) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan
Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 560);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

537);
MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL

PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
ENERGI SKALA KECIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Energi Skala Kecil
yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Energi Skala
Kecil adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran
pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan

pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan
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dan pengembangan listrik perdesaan yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya
disingkat PLTMH adalah suatu pembangkit listrik tenaga
air skala kecil yang menggunakan tenaga air yang dapat
berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam,
dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah
debit air.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Terpusat
yang selanjutnya disebut PLTS Fotovoltaik Terpusat
adalah pembangkit listrik yang mengubah energi
matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul
fotovoltaik, dan energi listrik yang dihasilkan selanjutnya
disalurkan kepada pemakai melalui jaringan tenaga
listrik.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik Tersebar
yang selanjutnya disebut PLTS Fotovoltaik Tersebar
adalah pembangkit listrik yang mengubah energi
matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul
fotovoltaik, dan energi listrik yang dihasilkan selanjutnya
disalurkan langsung ke instalasi pemakai.

Biogas adalah gas yang merupakan produk akhir
pencernaan anaerobik biomassa oleh mikroorganisme di
dalam tangki pencerna (digester) dengan komponen
utama metana 40% (empat puluh persen) sampai dengan
70% (tujuh puluh persen) dan karbondioksida.

Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga adalah serangkaian
alat yang terdiri atas tangki pencerna (digester) dan
penyaluran Biogas yang berfungsi menghasilkan Biogas
untuk rumah tangga.

Revitalisasi adalah  kegiatan untuk memperbaiki
dan/atau mengembangkan instalasi pembangkit tenaga
listrik dan/atau instalasi jaringan listrik.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung

jawab kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan
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